
GU�RNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR If/ Tl1Ht111 -tool, 

Menimbang  : 

Mengi.1gat     : 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN 

MUSRENBANG JANGKA PANJANG DAERAH, 

MUSRENBANG JAITGKA MENENGAH DAERAH DAN 

MUSRENBANG TAHUNAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E�A 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

a. bahwa sesuai Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Istimewa Yogyal<arta Nomor 5 Tahun 200S Tentang Tat?

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah,

ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

Mur;renbang Jangka Fanjang Daerah, Musrenbang Jangka

Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah diatur

dengan Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan :.,ebagai.mana dima..1<sud

dalam huruf a, perlu mene1"apkan Peraturan Gu bernur Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Cara Pelaksan&a..,

Musrenbang Jangka Panj mg Daerah, Musrenbang Jangka

Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah ..

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Yogyal{arta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31

Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah ttrakhir

dengan Unda11g-undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. lfndang-undang Nomor 24 Tahun 199: ten.tang Penataan

Ruang;

3. Undang-undang Nomor �5 Tahun 2004 ten.tang Sistem

Perencanaan Pembarigunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 �en.tang Pemerintahan
D .. 1crnh st.:lmguim<11w tclah diub:.J.b clc.:ngan undang-undar..g

Nomor 8 Tan1m 2005 Lentang Peneta.pan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 kntang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menja-.ii Undang-undang;
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5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemeriPtahan Daerah;

6. Pe[aturan Pemerintah Nomor 25 Tahu11 2COO ·tentang

Kewenangan Pemerintah clan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dae1ah;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta NoMor 7

Tahun 2002 tentang Pt.mbentukan dan Organisasi Unit
Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraluran Daeral1 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

0 , ,wu.u �003 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Is::imewa 

Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004; 

10. Peraturan Paerah Propinsi Daerah Istimewn Yogyakarta Nomor 6

Tahun 2003 tentang Rencana S�rategis Daerah (RENSTRADA)

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nor..1or 1

Tahun 2004 tentang Peml entukan dan Organi�asi Sekretariat

Daerah clan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat D8.erah

Propinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta;

12. Pera�uran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2

Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga

Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propi11si Daerah
Istimewa Yogyakarta;

13. Peraturan Daeral1. Propinsi Daerah Istimewa Yogyal<arta Nomor 3

Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah

di Lingkungan Pemerintah Propinsi D:1.erah· lstimewa Yogyakarta;

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5

Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah.

M�mperhatikan: 1. Surat EcJaran Bersama antara Menteri Negara Perencanaan 

Pcmbangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dengan Menteri 

Dalam Negeri NC'mor 1181/M.PPN/02/2006 dan 

050 / 244 / SJ perihal Petunjuk Trl<11is Penyelenggaraan 

Musrenbang Tahun 2006; 

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ

tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan

RPJM Daerah.

M E M U T U S K A N: 

M:ene::tapkan: PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUSRENBANG JP_i�GKA 

PANJANG DAERAH, MUSRENBANG JANGKA MENENGAH DAERAH 

DAN MUSRENBANG TAHUNAN DAERAH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 

Peugertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum kommltasi

dengan para pemangku kepentingan pembangunan urnuk

membahas rancangan visi, misi dan arah pembangu"lan yang

telah disusun, dibawah koordinasi K�pala Bapeda, guna

mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan 

pembangunan yang m�njadi bahan masukan dalam 

penyempurnaan rancangan Rencana }'embangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD); 

2. Mu::;rcnbang Jangka Mcrn;ngah Dacrah adalah forum konsulta::;i

dengan para perr.angku kepentingan pembangunan untuk

membahas arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dclam

kurun waktu masa bakti Kepala Daerah yang disusun

berdasarkan visi, misi. dan program Kepala Daerah, dimana

program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan

pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah :lengan

mempertimb:mgkan kemampuan/kapasitas keuangar. daernb;

3. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pra

Musrenbang Tahurnm. Daerah adalah forum yang membcihas

rencana program dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan sub

fungsi pemerintahan serta kegiatan lintas sektor yang

merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan tingk.at

Propinsi untuk menentukan prioritas kegiatan pembangu.aan

hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKP .J) Propinsi atau gabungan SKPD

Propinsi;

4. Musrenbang Tahunan Propinsi adalah forum musyawMah

pemangku kepentingan di tingkat Propinsi untuk mematangkan

rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKFD) Propinsi

dan menyerasikan RKPD Propinsi dan RKPD Kabt:paten/Kota

dengan Rancangan Rencana kerja Kementerian/Lembaga dan

Re1cana Kerja Pemerinlah;

5. Pemangku kepentingan pembangunan (stal(eholder) adalah

pihal< yang berkepentingan dengan prioritas 1:egiatan untuk

mengatasi permasalahan pihak-pihak yang bei·kaitan de:igan

dan atau terkena dampal< rasil musyawarah;

6. Narasumbc.:r adalah pihal( pemberi informasi yang berlu

diketahui peserta Musre tbang untuk proses pengambilan

keputusan hasil Musrenbang;

7. Peserta adalah pihal( yang memiliki hak pengambilan

keputusan dalam Musre :bang melalui pembahasan yang

i - ' -- �: Jersama;
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8. Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengatnran
yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga
terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan Propinsi;

9. K�rangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang
maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai
tujuan pembangunan Propinsi.

Bagian Kedua 

Ruan g Lingkup 

Pasal 2 

Ruang lingkup Musrenbang meliputi: 
1. Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
2. Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
3. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pra Musrenbang

Tahunan Daerah);
4. Mu�renbang Tahunan Propinsi.

BAB II 

MUSRENBANG JANGKA PANJANG DAERAH 

Bagia n Pertama 

Penyiapan Rancangan Awai 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 

Pasal 3 

Penyiapan rancangan awal RPJP Daerah dilaksanakan clengan 
langkah-langkah: 
1. Membentuk Ti.m Fasilitasi RPJP Daerah untuk semua tahapan

perencanaan, dengan komposisi mempertimbangkan lingkup ·
bidang yang akan dianalisis;

2. Menyusun rencana kerja peuyiapan dokumen RPJP Daerah;
3. Menyiapkan Daftar isi RPJP Daerah;
4. Menyiapkan data kondisi umum daerah dan melakukan analisis

dalam mcnyusun preciilrni lwnclisi umum dacrah ke depan;
5. Meny11sun rru.canga.i. Visi dan Misi Daerah;
o. Mcnyusun rnnC'nng;m /\rnh Pcmb�ngun,trl D.iernh;
7. Mclakukan ::;osialisasi, konsultasi publik, clan alau prnJarmgan

aspirasi pemangku kepentingan pembangunan atas r...111car1gan
RPJP Daerah.

Bagi: m Kedua 

Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah 

Pasal 4 

Persiapan penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah 
dilal{Sanal{an dengan langkah-langkah: 
1. Menyiapkan Panduan Penyelenggaraan yang memuat durasi,

tanggal/waktu pelal(Sanaan, mekanisme dan susunan acara;
2. Mcnggandakan naskah R,mcangan Awai RPJP Dacral1;
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3. Menentukan peserta;

4. Menentukan narasumber;

5. Mengirim surat undangan kepada peserta dan narasumber.

Pasal 5 

Peserta Musrenbang Jangka Panjang Daerah terdiri dari: 

1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, anggota DPRD,

Instansi/ Lcmbaga dacrah, TNI dan PO�Rl, Pengadilan dan

Kejaksaan, para pemangku kepentingan pembangunan daerah

lainnya, serta wakil Kemente>rian/Lembaga yang terkait;

2. Bappeda Kabupa�en/Kota se Propinsi DIY;

3. Selain unsur-unsur peserta di atas, dapat juga diikutsert2kan

pihal<"-pihal< lain yang dianggap penting.

Pasal 6 

Narasumber Musrenbang Jangl�a Panjang Daerah terdiri dari: 

1. Kcpala Bapeda sebagai penyampai Rancangan RPJP Da�rah;

2. Fasilitator /Tenaga Ahli yang mendukung penyusunan 

rancangan RPJP Daerah; 

3. Fasilitator/Tenaga Ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan

pengambilan kepulusan dalam Musrenbang Jangka Panjang

Daerah.

Pasal 7 

Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah d:lalrukan 

dengan : 

1. Pemaparan kondisi umum daerah dan analisisnya, serta

penyepakatan prediksi daerah;

2. Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah;

3. Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah;

4. Perurnusan basil kesepakalan para pcmangku-kepentingan

pembangunan;

5. Pembacaan hasil rumusan.

Pasal 8 

Hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah kesepakatai1 dan 

komitmen tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang D:ierah 

sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJP Daerah. 

Bagian Ketiga 

Paska Musrenbang Jangka Panjang Daerah 

Pasal 9 

( 1) Berdasarkan hasil kesepakatan dan komitmen Musrenbang

Jangka Panjang Daerah, Rancangan Awal RPJP Daerah

disempurnakan menjadi Ran�angan Akhir RPJP Daerah.

(2) Rancangan al<hir RPJP Daerah selanjutnya disampaikan kepada

Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah.
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BAB Ill 

MUSRENBANG JANGKA MENENGAH DAERAH 

Bagian Pertama 

Penyiapan Rancangan Awal RPJM Dae rah 

Pasal 10 

Penyiapan rancangan awal FPJM Daerah dilal<Sa.i1al<an dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Membentuk Tim Fasilitasi RPJM Daerah untuk semua tahapa:..1

perencanaan dengan komposisi mempertimbangkan lingkup

hirl;:ma v::ina akan dianalisis;

2. Menyusun rencana kerja penyusunan RPJM Daerah;

3. Menyiapkan Daftar isi RPJM Daerah;

4. Menginventarisasi data dan informasi berupa:

a. Naskah RPJM Nasional dan h;:isil analisisnya;

b. Cata kondisi umum daerah;

c. Data keuangan daerah clan analisisnya;

d. Data/informasi n1mus·m visi, misi, dan program Kepala

Daerah.

5. Menjabarkari visi, misi dan program Kepala Daerah ke detlam

strat'gi pemba.i1gunan daerah, ke�ijakan umum, p1ogram

prioritas, dan arah kebijal<an keua.i1gan daerah;

6. Membahas rancangan awal RPJM Daerah dengan para Kepala

SKPD, guna disepalrnti seb:1e;ai pedoman penyusunan rancangan

Renslra-SKPD.

Bag .. an Kedua 

Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Daerah 

Pasal 11 

Persiapan pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah 

dilakukan denga.i1 langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan Panduan Penyelenggaraan xang memuat durasi,

tanggal/waktu pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara;

2. Menggandakan naskah Rancangan Awal RPJM Daerah;

3. Menentukan peserta;

4. Menentukan narasumber;

5. Mengirim surat unda.i1gan kepada peserta dan narasurnber.

Pasal 12 

Peserta Musrenbang Jangka Menengah Daerah terdiri dari: 

1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, anggota DPRD,

Instansi/Lembaga daerah, TNI dan POLRI, Pengadil!ll dan

Kejal<Saan, para pemangku kepentingan pembangunan daerah

lainnya, scrta wakil Kementerian/Lembaga yang terkait;

2. Bappeda Kabupaten/Kota se Propinsi DIY;

3. Selain unsur-unsur peserta di atas, daerah dapat 

mengikutsertakan pihal<-pihak lain yang dianggap penting.
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Pasal 13 

Narasumber Musrcnbang Jangka Mcnengah Dacrah tcrdiri dari: 

1. Kepala Bapeda sebagai penyampai Rancangan RPJM Daera.h;

2. Fa'silitator /Tenaga Ahli mengenai bahan bahasan;

3. Fasilitator /Tenaga Ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan

pengambilan keputusan dalam Musrenbang Jangka Menenga_li.

Daerah.

Pasal 14 

Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pemaparan visi, misi, dan program Kepala Daerah;

2. Pemaparan kondisi umum daerah dan prediksinya;

3. Pemaparan dan penyepakatan strategi pembangunan daerah

dan kebijakan umum;

4. Pemaparan
�dan penyepakatan arah kebijakan keuangan daerah;

5. Pemnparar� dan pcnyepakatan progrnm pcmbangunan daerah

yang meliputi program SKPD, linlas SKPD, dan prog1am

kewilayahan;

6. Perumusan kesepakatan para pemangku kepentingan 

pembangunan '1asil Musrenbang Jangka Menengah Daerah; 

7. Pembacaan basil rumusan.

Pasal 15 

Basil Musrenbc1r g J�gka Menengah Daerah adala_li. kesepalrntan 

dan komitmen tcntang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah sebagai bahan penyempurnaan. Rancangan Aw:11 RF-JM 

Daerah. 

Bagian Ketiga 

Paska Musrenbang Jangka Menengah Daerah 

Pasal 16 

( l) Be ·dasarkan hm;il kc::;cpakalan dan komilmen Musrenba11g

Jangka Menengah Daerah, Rancaugan Awal RPJM Daerah

disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RPJM Daerah.

(2) Rancangan akhir RPJM Daerah sdanjutnya disamp:likan

kepada Kepala Daeral1 unl·1k ditindal<lanjuti menjadi Peratura11

Gubernur.

BAB IV 

FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

1n� MUSRENBANG TAHUNAN DAERAH) 

Bagian Pertama 

Tujuan Forum Satuan Kerja PerangKat Daerah 

Pasal 17 

Forum SKPD Propinsi dilaksanakan dengan tujuan untuk: 
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1. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal
dari Kabupaten/Kota dengan Rancangan Rencan& Kerja Satua.r:
Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Propinsi;

2. Menetapkan prioritas Renja-SKPD Propinsi berdasarkan hasil
sinkronisasi antara prioritas kegiatan pembangunan yang
berasal dari Kabupaten/Kota dengan Rancangan Rencana Kerja
Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Propinsi;

3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafoi.�/pagu dana
SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah/
Rancangan RKPD Propinsi;

4. Menilai efektivitas berbagai regulasi yang berkai�an dengari
fung8i SKPD Propinsi, tcrutama untuk mendukung
terlal<Sananya Renja-SKPD _lropinsi.

Bagian Kedua 

Materi Fo1·um Satuat' Kerja Perangkat Daerah 

Pasal 18 

Materi untuk pelaksanaan Forum SKPD Propinsi terdiri dari: 
1. Maleri dari Pusat berupa hasil kesepal<atan Rakor Pusat Lerupa

rancangan RKP dan rancangan Renja K/L yang memuat
informasi progran1 dan indikasi pagu pendanaannya;

2. Materi dari Propinsi lerdiri t.ari:
a. Rencana strategi SKPD yang bersangkutaa;
b. Prioritas pembangunan daerah atau Rancangan RKPD ljika

sudah ada);
c. Rancangan Rencana t<.erja SKPD yang berisi prioritas

h.egiatan SKPD yang dipilah menurut sumber pendanaan
dari APBD Propinsi dan APBN/Kementerian-Lembaga;

d. Pagu indikatif pendanaan untuk masing-masing SKPD;
e. Daftar organisasi kel lmpok-kelompok masyarakat skala

Propinsi, LSM, clan ahli yang memilil� perhatian terhadap
fungsi/SKPD yang bersangkutan.

3. Materi dari Kabupaten/I<oLa berupa informasi tentang daftar
prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten/
Kota, yang sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari
APBD Propinsi menurut SKPD Propinsi terkait dan APBN/
Kementerian-Lembaga.

Bagian Ketiga 

Mekanisme Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Pasal 19 

Mekanisme Forum SKPD P1 opinsi dilakukan dengan tahapan 
sebagai berikut: 
1. Tahap Persia.pan:

a. Kepala Bapeda Propinsi melakukan persiapan:
1). menetapkan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD

Propinsi dan atau gabungan SKPD Propinsi, yang meliputi 
informasi tentang jadual, tempat, peserta, agenda 
pcml.,ahasan, dan kduaran Forum SKPD Propin::;� yang 
akan dibahas dalam Musrenbang Propinsi. 
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2). menetapkan Tim Pc:1yelenggara Forum SKPD Propinsi 

sesuai dengan jumlah dan formasi yang terdiri dari unsur 
SKPD Propinsi dan B..:i.peda Propinsi. 

b. "Tim Penyelenggara Forum SKPD Propinsi melakukan
pers1apan:

l ). menggabungkan claflar priori la:-; kcgialan pembangtu 1an 

dari setiap Kabupaten/Kota; 

2). mengkompilasi daftar priorit2.s kegiatan pembangunai1 

yang berasal dari Rancangan Renja-SKPD Propim,i; 
3). mengindentifikasi prioritas kegiatan pembangunan dari 

setiap Kabupaten/Kota yang sesuai dengan prioritas 
kegiatan pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD 
Propinsi, termasuk mengidentifikasi daftai· usulan 
kegiatan yang tidal{ s esuai; 

4). memperkiral{an harga dan satuan biaya setiap kegiacan 
prioritas; 

5). menyusun nnc1an agenda pembahasan Forum Sf PD 
berdasarkan keputusan Bapeda; 

6). mengumumkan secara terbuka jadual, .agenda 

pembahasan, dan tempat penyelenggaraar.. Forurh SKPD 

Propinsi selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelal{sanaan; 

7). membuka pendaftai an clan atau mengundang cc1loa 

peserta Forum SKPD Propinsi yang berasal dai·i 

Pemerintah Kabupaten/Kota maupun clan kelompok­
kelompol{ masyaral{at yang bekerja dalam bidang yang 
terkait dengan fungsi/SKPD dalam skala Propinsi; 

8). mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta 

notulen untuk Forum SKPD Fropinsi. 

2. Tahap Pelal{rnnaa"l:

a. Pendaftarcu1 peserta Forum SKPD Propinsi oleh masing­
masing Tim penyelenggara Forum SKPD Propinsi;

b. Pemaparan Kepala SKPD tentang prioritas kegiatan

pembangunan menurut rancangan Renja-SKPD Propins1,

termasuk penyampaian informasi ten tang pagu indikatif yani-,
berasal dari APED Propinsi yang bersangkutan dan prioritas

departemen teknis yang terkait;
c. Pemaparan Tim Penyelenggara mengenai prioritas kegiatan

Jembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbanf Kabupaten/
Kota, terutama yang terkait dengan SKPD yang

bersangkutan;

cl. Merumuskan kriteria untuk menydel�si pnoritas kegi.atan

pembangunan, bail{ y mg berasal dari Kabupaten/Kota

maupun dari Rancangan Renja-SKPD Propinsi;
e. Menyepal{ati prioritas kegiatan pembangunan lintas

Kabupaten/Kota dan sumber penclanaannya yang dianggap

perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh

walill Kabupaten/Kota ('.�cgiatan lintas Kabupaten/Kota yang

.., ............. u,usulkan Kabupaten/Kota); 
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f. Menetapkan prioritas !rngiatan pembangunan berdasarkan

kriteria },:ing telah ditctapkan, sehingga plafon/pagu ciana

Renja-SKPD Propinsi, be ik yang akan dibiayai melalui APBD

'"Propinsi maupun APBN dapat digunakan secara optimal 

(kerangka anggaran); 

g. Menyuscn rekomendasi untuk kerangka r�gulasi SKPD
dengan cara:
1). Mengidentifikasi efektivitas regulasi yang berkaitan

dengan fungsi SKPD; 

2). Mengajukan usul regulasi yang baru, per..ibahan regulasi, 

penggabungan regulasi, atau p:!mbataian regulasi sesuai 

kebutuhan. 

h. Menetapkan daftar nama delegasi masyarakat dari Forum
SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok
masyarakat skala Prapinsi untuk mengikuti Musren'bang
Propinsi.

Bagian Keempat 

Peserta dan Nara Sumber 

Forum Satuan K�rja Perangkat Daerah 

Pasal 20 

(1) Peserta Forum SKPD Propinsi terdiri dari berbagai kelompok

Oldsyaralrnl di lingkal Propinsi yang l)crkailan langsung dengan

fungsi/SKPD Prupinsi atau gabungan SKPD Propinsi yang

bcrsnngkut;in clan clclcgas. alau pcrwnkjlan dari Pemerintah

Kabupaten/Kota.

(2) Nara Sumber F0rum SKPD Propinsi terdiri dari Kepala Saluan

Kerja Perangkat Daerah Propinsi, Kepala dan pejabat Staf

Bapeda, para anggo�a Komisi pasangan kerja DPRD setempat,

LSM yang memiliki bidang kegiatan yang sesuai dengan fungsi

SKPD, ahli/ profesional baik yang ber2sal dari kalang3.11 prakti�i

maupun akademisi.

Bagian Kelima 

Tugas Tim Penyelenggara Fot um Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Pasal 21 

Tim Penyelenggara Forum SKPD Propinsi bL:rtugas: 

1. Merekapitulasi hasil Musrenbang selunih Kabupaten/ i{ota

menurut fungsi dan sub-fungsi SKPD yang bersangkutan;

2. Menyusun rincian jadual, agenda, dan tempat Forum SKPD,

berdasarkan Xeputusan Kep:il.a Bapeda mengenai pembentuk1:1-"1

Forum SKPD Propinsi;

3. Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat

pelaksanaan Forum SKPD;

4. Melakukan pendaftaran para peserta Forum SKPD;

5. Menyusun h&sil pernutakhiran rancangan Renja-SKPD 

berdasarkan hasil kesepakatan Forum SKPD. 
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6. Menyediakan berbagai bahan 
penyr-lenggaraan Forum-SKPD;

kelengkapan 

7. Menyusun berita acara penyelenggaraan Forum SKPD;

untuk 

8. Menyampaikan hasil pemutakhiran rancangan R�nja-SKPD

kepada Bapeda Propinsi u,1tuk kemudian disampaika.n kepada

Komisi pasangan kerja di DPRD setempat.

Bagh.n Keenarr 

Tugas Delegasi Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Pasal 22 

Delcgasi Forum SKPO Propinsi bertugas: 

1. Membantu Tim Penyelenggara Forum 

memutakhirkan rancangan Renja-SKPD; 

SKPD dalam 

2. Memperjuangkan prioritas kegiatan Renja-SKPD dalara 

Musrenbang Propinsi;

3. Mendiskusikan bcrita acara basil Forum SKPD dengan Komisi

DPRD yang terkait.

Bagian Ketujuh 

Hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Pasal 23 

Hasil Forum SKPD adalah: 

1. Rancangan Renja-SKPD Propinsi berdasarkan hasil Forum SKPD
Propinsi yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran

SKPD Propinsi, dimana prioritas kegiatannya sudRh dipilah

menurut sumber pendanaan dari APBD Propinsi maupun APBN;

2. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD yang berasal dari

organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Propinsi untuk

mengikuti Musrenbang Propinsi.

BABV 

MUSRENBANG TAHUNAN DAERAH 

Bagian Pertama 

Tujuan MUSRENBANG Tahunan Daerah 

Pasal 24 

Musrenbang Tal1.unan Daerah bertujuan untuk: 
1. Mendapatkan masukan akhir untuk menyusurJ. RKPD Propinsi,

yang merinci kegiatan prioritas pembangunan, · plafon/p�gu

dana berdasarkan fungsi/ SKPD Propinsi dan akan digunakan
sebagai dasar untuk memutakhirkan kebijckan anggaran.

Termasuk dalam pemutakl...iran ini adalah pemilahan informasi

mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari I\.PBD

Propinsi, APBN dan sumberdana lainnya;
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2. Mendapatkan nnc1an rancangan awal Rencana Kerja dan

Anggaran menti rut SKPD, khususnya yang berhubungan dengan

pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD);

3. Mc!ndapatkan nnc1an rancangan awal Kerangka Regulasi

menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangur.an

(Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD);

4. Mensinkronkan age11da dan program prioritas pembangunan

nasional yang tertuang di dalam rancangan RKP dengan rencana

kcgialan Pcmcrintah Propinsi, Kabupalen dan Kota yaug

memerlukan dukungan pendanaan dekonsenlras1 dan tuga.s

pembantuan;
5. Mensinkronk:111 rancangan Renja-KL dengan rencana kegiatan

Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota yang memedukan

dukungan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

6. Me11.sinkronkan rancangan RKP dengan rancangan awal Rl�PD

yang telah disusun oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan

Kata;

7. Merupakan media konsultasi publik IJagi segrnap pemangku

kepentingan daerah untuk menetapkan program dan kegiatan
daerah serta rekomendasi kebijakan guna menduknng

implementasi program/ kegialan tahun anggaran berikutnya,

khususnya yang akan dibiayai melalui APBN.

Bagian Kedua 

Materi MUSRENBANG Tabunan Daerah 

Pasal 25 

Materi untuk pelalcsanaan Musrenbang Propinsi terdiri dari: 

1. Materi dari Kabupaten/Kota:

a. R:mcangan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah

dimulakhirkan scsuai hasil Musrenbang Kabupaten/Kota

dan diselaraskan dengan skala prioritas kegiatan serta sudah

dipilah menurut SKPD Kabupaten/Kota dan sumber

pendanaannya, baik yang bersumber dari APBD setempat,

APBD Propinsi d.in APBN (kegiatan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan);

b. Rancangan Renja-SKPD Kabupaten/Kota yang dihasilkan

melalui Forum SKPD Kaoupaten/Kota dan memuat kerangka

regulasi dan kerangka anggaran;

c. Renstra Daerah dan/ atau RPJM Daerah Kabupaten/ Kata.

2. Materi dari Propinsi:

a. Rancangan RKPD Propinsi, yang telah disusun oleh Bapcda

berdasarkan prioritas pembangunan daerah;

b. Rancangan Renja-SKPD Prapinsi hasil Forum SKPD Propinsi.

yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
c. Priaritas dan plafan anggaran yang dikeluarkan oleh

Gubernur,yang memual plafan untuk setiap SKPD Propir.si;

d. Daftar nama anggata delegasi Forum SKPD Propinsi yang

Lerpilih unluk mengikuti Musrenbang Propinsi;

e. Renstra Daeral1 dan/ alau RPJM Daerah Propinsi;
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f. Kebijakan prioritas daerah yang telah disesuaikan dengan

agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang

tertuang dalam rancangan II RKP (Hasil Rapat Koordinasi

Pusat).

3. Materi dari Kementerian/Lembaga:

a. Rancangan Rencana Kerj2 Kementerian/Lembaga, yang telah

memuat rencana kegiatan yang akan dilaksanal<an di tingkat

Pusat dan Daerah, melalui pendanaan dekonsentrasi dan/

atau tugas pembantuan;

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

c. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah;

d. Rancangan RKP dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

yang dihasilkan melalui Rapat Koordinasi Pusat dan telah

disampaikan kepada BAPEDA Propinsi yang hadir s<:'bagai

peninjau pada forum Rapat Koordinasi tersebut.

Bagian Ketiga 

Persiapun MUSRENBANG Tahunan Daerah 

Pasal 26 

Persiapan Musrenbang Daerah Propinsi dilal<ukan dengan langkah­

langkah sebagai b�riku'..: 

1. Kepala Bapeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang

Daerah Propinsi;

2. Tim Penyelenggara melalrukan persiapan:

a. mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang

dihasilkan melalui Forum SKPD Propinsi dan Musrenbaug

Kabupaten/ Kota. Masing-masing sudah terpilah menu.rut

usulan sumber pendanaan dari APBD Propinsi, tlPBN dan

sumber pendanaan lainnya;

b. menyusun jadual dan agenda Musrenbang yang terdiri dari

kegiatan:

1). Pemutakhiran RKPD Propinsi bersama SKPD Propinsi dan

perwakilan Kabupaten/Kota, dilal<11kan der gan meru_iuk 

pada RKPD Kabupaten/�<ota yang sudah dipiiah menurut 

SKPD Kabupaten/Kota dan sumb'er pendan:-i.an APBD 

l,abu p.iten/ 1,ola, J\PBI) Propinsi dun APBN; 

2). Penyelarasan RKPD Propinsi dan RKPD Kabupaten/Kota 

dengan Renja-KL dan Rancangan RKP hasil Musrenbang 

Pusat, khususnya untuk kegiatan yang akan dibiayai dari 

dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

c. mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan teMpat

Musrenbang Propinsi minimal 7 hari sebelum acara

Musrenbang dilalrukan, sehingga para peserta dapat segera

melakukan pcndaflaran dan atau diundang;
d. mengundang cnlon peserta Musrcnbang Propinsi, baik

dclcgasi dari Forum SKI D Propinsi maupun Pemerintah

Kabupaten/Kota;

e. menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen atas

pelaksanaan Musrenbang Propinsi.
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Bagian Keempat 

Pelaksanaan MUSRENBANG Tah unan Daerah 

Pasal 27 

Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Propin�i dilc kukan dengan 

memperhatikan: 

1. Hasil pembahasan Forum SKPD Propinsi dan Forum Gabunga.'1.

SKPD Propinsi, rancangan Renja-SKPD, Renstra Daerah

Propinsi, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan

dari para peserta;

2. Rancangan Renja-KL dan Rancangan RKP hasil Rapat

Koordinasi Pusat dan RKPD Propinsi dan RKPD Kabupaten/Kota

yang telah dimutakhirkan.

Pasal 28 

Pelaksanaan Musrenbang Daerah Propinsi dilakukru.1 dengan 

tahapan cebagai berikut: 

1. Pemutal<li.iran RKPD Propinsi:

a. Pemaparan Kepala Bapeia atas Rancangan RKPD Prop:nsi

dan prioritas kegiatan pembangunan serta p3.gu anggaran

yang dikeluarkan oleh Gt bernur;

b. Pe YJ.aparan Kctua Tim Penyelenggara mer..genai hasil

kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum SKPD

Propinsi berikul dcngan usulan surr,.ber pembiayaannya;

c. Verifikasi hasil kompilas· oleh Kepala SKPD Propinsi, wakil

Kabupaten/Kota dan delegasi Forum-SKPD Propinsi, atas

hasil kompilasi.

2. Pemaparan Rancangan Renja-SKPD terutama SKPD yang

mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas

pembangunan Kabupaten/Kota oleh Kepala SKPD yang melipi.iti:

a. Isu-isu stratcgis SKPD yang berasal dari Renstra Propinsi

clan Rcnstrn-SKPD;

b. Tujuru.1, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan

pembangunan yang akan dituangkan ke dalam Renja-SKPD;

c. Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan, terutama

dana yang berasal dari APBD Propinsi, APBN dan sumbcr

dana lainnya;

d. Membahas kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan

pembangunan tahun berikutnya;

e. Menyepalrnti daftar kegiatan prioritas pembangunan Propinsi

dan sumber pend2.11aannya;

f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan

fungsi/SKPD;

g. Menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan besaran plafon

anggaran di daerah, serta yang diusulkan untuk dibiayai dari

sumber APBD Propinsi, AFBN maupun sumber dana lainnya;

h. Membahas pemutal<li.iran Rancangan RKPD;

1. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/

kegiatan tahun berikutnya.
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3. Penyelerasan rancangan RKP dan Renja K/L dengan RKPD

Propinsi dan RKPD Kabupaten/Kota, yang dilakukan dengan:

a. Pcmbah;_1s.111 rcncan;1 kcgiatan Pcmc.rinl;;II� Daerah yang

dihasilkan melalui Musrenbang Daeral1 Kabupalen/Kota dan

Musrenbang Propinsi;

b. Pembahasa11 rancangan RKP daJ1 l-?.c11ja-KL yang lcbh

disepakati dalam Rapat Koordinasi Pusat;

c. Pembal,asan kelayakan , Ian kcnsistensi rencana kegiatan

yang diusulkan Pemerintah Daerah dari hasil Musrenhang

Daerah dengan rancangan RKP dan rancangan Renja-KL

yang dihasilkan Rakorpus;

d. Pembahasan kesesuaian antara rencana kegiatan yc:.ng

diusulkan Pemerintah Daerah dengan rencana kegiatan

kementerian/lembaga yang akan dilal<Sanakan di daerah

melalui dana dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan.

Bagian Kelima 

Hasil MUSRENBANG Tahunan Daerah 

Pasal 29 

(1) Tahap Pemutakhiran RKPD Propinsi:

a. Keluaran dari pelaksanaan Musrenba.ng Propinsi adalah

kesepal<:at1n tentang rumusan yang al<an digunakan seb2..gai

masukan .1tama untuk memutakhirkan rancangan RKPD

dan rancangan Renja-SK?D, yang meliputi:

1). Arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan indikasi

pagu pendanaan masing-masing SKPD Propinsi; 

2). Daftar prioritas kegiatan dalam Kerangka Anggaran setiap 

SKPD Propinsi yang sudal1 disepal<:ati dalam Musrenbang 

dan dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD 

Propinsi, APBN, dan sumber pendanaan Iainnya. 

Termasuk kesepal<:atan alokasi dana buntuan dari 

Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau Desa (bila 

ada). Hasil pemutakhiran SKPD Propinsi 11erupa prioritas 

kegiatan setiap Kahupaten/Kota disampaikan kepada 

wal<il dari masing-masing Kabupaten/Kota; 

3). Daflar Prioritas k< giatan dalam Kerangka Regulasi 

masing-masing SKPD Propinsi yang sudah dibahas dan 

mengalrnmodasi masukan dari Kabupaten/Kota; 

4). Pemutakhiran Rai1cangan RKPD Kabupaten/Kota, 

berdasarkan pembahasan prioritas l<egiatan yang diterima 

di dalam RKPD Propinsi, Rancangan �enja-KL maupun 

RKP yang pendanaannya bersumber dari APBD Propinsi 

maupun APBN (melalui dana tugas pembantuan, 

dekonsentrasi dan dana perimbangan). 
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(2) Tahap Penyelarasan Rancangan RKP dan Renja-KL dengan

RKPD Propinsi dan RKPD Kabupaten/Kota:

a. Iiesesuaian antara usulan rencana kegiatan pemerintah

daerah dengan agenda dan program prioritas pembangunan

n,.sional yang telah d1tetapkan dalam ranGangan RKP c!an

Renja-KL, baik yang al<an dibiayai mel::tlui dana 

dekonsentrasi, tugas pembantuan, maupun dana 

perimbangan, serta dana pinjaman Dalam Negeri dan 

pinjaman/hibah Luar Negui; 

b. Bahan utama untuk pemutakhiran RKP II dan Rancangan

Renja-KL yang memuat:

1). Usulan kegiatan Propinsi yang memerlukan pembiayaan

dari APBN, termasuk Dana Dekonsentrasi dan Dana 

Pt=>rin,h�gan; 

2). Usulan kegiatan Kabupate!'l/Kota yang memerbkan 

pembiayaan dari APBD Propinsi dan APBN (Dana 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan); 

3). Usulan kegiatan yang memenukan pembiayaan dari Dana 

Perimbangan, khususn;a Dana Alokasi Khusus (OAK); 

4). Usulan kegiata 1 yang memerlukan vembiayaan dari 

pmJaman Dalam Negeri dan pinjaman atau hibah Luar 

Negeri; 

5). lll[asukan dari (Renja SKPD) Propinsi mengenai usulan 

kcbijakan/regulasi yang memerlukan penanganan dari 

Pusal. 

Bagian Keenam 

Peserta MUSRENBLNG Tahunan Daerah 

Pasal 30 

( 1) Para Peserla Musrenbang Propinsi pada t'lhapan pemutakhiran

RKPD Prorinsi lrrdiri dmi dclcg:1:-::i d:1ri fi'orum SI,rn d;in ult!s.tn

Pcmc.:rinlah Kabupalcn/ Kola.

(2) Pc.:sc.:rla pada l<1h:1p pl'11ycl<1rnsa11 RKPD Propin�i clan 1-.?.KPD

Kabupaten/Kota dengan Rancangan RKP dan Rancangan Renja­

KL terkait terdiri dari:

a. Seluruh SKPD Propinsi.

b. Delegasi dari Forum SKPD.

c. Seluruh Bupati/Walikota di wilayah Propinsi yang 

bersangku tan.

d. Seluruh BAPPEDA di wilayah Propinsi yang bersangkutan;

e. Wakil dari Kementerian Negara PPN /BAPPENAS, Ditjen Bina

Pembangunan Daerah DEPDAGRI, dan Instansi Pusat iain

yang dianggap perlu.
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Bagia.! Ketujuh 

Nara Sumber MUSRENBANG Tahunan Daerah 

Pasal 31 

(]) Narasurnbcr pacla lahapan pemulakhiran RKPD Propinsi Lerdiri 

dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi, DPRD, LSM yang 

bekerja pada ska.la Propinsi, Perguruan Tinggi, Tim Penyusun 

RKPD, Tim Penyusun Renja-SKPD, Panitia/Tim Anggaran 

Eksekutif maupun DPRD. 

(2) Narasumber pada ta.hap penyelarasan RKPD Propinsi da11 RKPD

Kabupaten/Kola dengan Rancangan RKP dan Rancangan Renja­

KL terkait terdiri dari Ketua Panitia Pelal<Sana Musrenbang

Propi11si, l\-j.1h;1t d;1ri H.1ppl'11;1s, l)ilj(·11 l�i11.1 l'c111l;.111gu1w11

Daerah DEPDAGRI dan lnstansi Pusat lainnya.

Bagian Kedelapan 

Penyampaian HQ.sil MUSRENBANG Tahunan Daerah 

Pasal 32 

Hasil Musrenbang Propinsi disampaikan oleh Gubernur kepada 

Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS, Menteri 

Dalam Negeri, Kepala Lembaga F emerintah Non-Departemen. 

BAB VI 

PASKA MUSRENBANG TAHUNAN DAERAH 

Bagian Pertam.a 

Tujuan Paska MUSRENBANG Tahunan Daerah 

Pasal 33 

Pa.ska Musrcnbnng Propinsi bcrlujuan untuk: 

1. Menjamin konsislensi anlara hasil Musrenbang dengan

substansi RKPD;

2. Menjamin konsistensi antara hasil perencanaan (RKPD) dengan

rencana anggaran (APBD);

3. Menjamin adanya komunikasi yang berkelanjutan dan 

berk1alitas antara Delegasi Masyarakat, Pemerintah, dan DPRD; 

4. Menyedial<an mformasi dan alasan mengenai pelaksanac:.n

program dan. kegiatan yang ditampung di dcLam R-APRD,

Lermasuk informasi dan alasan mengenai sejumla.11 program dan

kegiatan yang belum <la.pat ditampung di <la.lam APBD.

Bagia :i Kedua 

Pelaku Utama Paska MUSRENBANG Tahunan Daerah 

n �' 1 • •  , ,, 

Pasal 34 

Kegialc.m Paska Musrenbang Propin�i. 
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1. Delegasi peserta Musrenbang Propinsi dan Pejabat Pemerincah

Pr,1pinsi;

2. Utusan Pcmc1 intah Kabupaten/Kota .
.. 

Bagian Ketiga 

Kegiatan Paska MUSRENBANG Tahunan Daerah 

Pasal 35 

Kegiatan Paska Musrenbang Propinsi terdiri dari: 

l .  BAPEDA menyediakan informasi kepada masyarakat maupun 

SKPD Len Lang hasil akhir RKPD.; 

2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran. Strategi, dan Pagu

APBD, dengan menggunakan rancangan RKPD sebagai rujukan

utama;

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA-SKl-'D) oleh masing-masing SKPD;

4. Pembahasan dan penetapan RAPBD;

5. Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program oleh BAPEDA;

6. Perubahan APBD, dimana setiap perubahan anggaran berupa

penambahan kegiatan baru sehubungan dengan adanya

Anggaran Belanja Tambahun (ABT), mal<a proses perencanaan

uau pe11ganggarannya harus melibatkan kembali SKPD terkait.

BAB VII 

PENGORGANISASIAN MUSRENl:sANG TAJIUNAN DAERAH 

Bagian Pertama 

Tim Penyelenggara MUSRENBANG Tahunan Daernh 

Pasal 36 

(1) Unlu1c mendukung penyiapan dan pelaksanaan sampai dengan

penyusunan hasil Musrenbang, maka dibentuk Tim

Penyelenggara Musrenbang.

(2) Ketua, Sekretaris dan rara anggota Tim Penyelenggara

Musrenbang Propinsi ditetapkan oleh Kepala BAPEDA.

Bag1an Kedua 

Biaya Penyelenggara MUSRENBANG Tahunan Daerah 

Pasal 37 

Pembiayaan atas penyelenggaraan rangkaian kegiatan Musrenbang 

Propinsi dibcbankan pada APBD Propinsi. 

Bagian Ketiga 

Penutup 

rasal 38 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar seliap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan 

pengunclangan Pcrnturan ini c'cngan pencrnpntnnnya dalam Berita 

Dacrah '"'ropinsi Dacrab lstimcwa Yogyakarta. 

Diur.dangkan di Yogyakarta 
p2d::-.. tanggal .t9 JllN/ <!006 

ritetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal f!J JUN/ �006 

GUBERNUR ...... ,... .... '\l'ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

AMENGKU BUWONO X� 

BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAH�TN <.OOb NOMOR 16' SERI E 
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